BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang a

Mengingat

1

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di Imgkungan
Pemerintah  Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera
Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud  pour a atas, niaka peéilu nienetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa Dan Poliik Kabupaten Halmahera
Selatan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provins1 Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara

R1 DNowmor 38350), sebagamidna teldn dwaban deiggdn
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3961)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
d1 Provinst Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun



45

Memperhatikan

Menetapkan

-

2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor
4264,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI1 Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tahun 2015 Nomor 59),

Peratwran FPemermtalhh Nomor 18 Tahun 2010 Tentang
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Mentern Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahwni 2018 Tentang Ferangkat Daevah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintalian D1 Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 194),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmatheia Selataii Nomor 8) seUdgauiiana teledn diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubalian Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten  Halmahera  Selatan  tentang
Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Juni 2021 Perthal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemernntalian Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

Dewan Ferwakileui Rakyat Dagian selanjihiya dis€out DFRD, adadn
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdin darn Sekretanat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Badan
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Dadain adalali Badaii Kesatuain Daiigsa daii D
Halmahera Selatan

Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungs1 adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatann Fungsional adalah sekelompok jabatan yang beus: fuiigs: dai
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang beris1 fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publhk serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politk yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara
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BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik Kabupaten Halmahera Selatan
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi



ol

kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupau melaiui Sekretarts Daerah

(1)

Ii{p)]

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdin atas
a Badan,
b Sekretanat Badan, terdin1 dan
1 Sub Bagiain Uiiiuin daii Kepegawauaii, daii
2 Keiompok Jabatan Fungsional
c Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
dan Kelompok Jabatan Fungsional,
d Bidang Politik Dalam Neger1 dan Organisasi Kemasyarakatan, dan
Kelompok Jabatan Fungsional,
e Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional, dan Keiompok
Jabatan Fungsional, dan
f Umt Pelaksana Teknis (UPT)
Bagan Suswian Oigamsasi DBadan Kesatuan DBangsa dan Poliuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran
Peraturan Bupati im

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungs:i

Paragraf 1
BADAN

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud daiam Pasai 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oieh
seorang Kepaia Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati daiam
inelaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
yaiig meijad: Kewenaingai datian dan tugas pembantuan yaiig dibenkeaii

kepada daerah

Pasal 5

Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi

1

Perumusan kebyakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawdsail Kebangsaaun, peényelenggaiaan poutk dalam negen deui
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan mtra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembmaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta peiaksanaan kewaspadaan nasional
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dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuair dengan
Ketentuarn peraturan perundang-undangan,

3 Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pohtik dalam negenn dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan mtra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lamnnya, fasilitas1 organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

45

Pelaksanaann evaluas: dain pelaporany G bidang peémbiiaaui 10S01081
Pancasilla dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
neger1 dan kehidupan demokrasi, pemneliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembmaan kerukunan antar suku dan mtra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas1 organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wiayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan fasilitas1i Forum Koordinas: Pimpinan Daerah,

wn

(o)}
)

Pelaksanaan adimuistias: kesekietariatain Dadaui kesatuan Bangsa dain
Politik,

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6
Sekietanat sebagaunana dimaksud dalam Fasal 3 ayat (1) hw uf b, dipuiipui
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan peruinusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukuin, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan dan

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di hingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukun, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanem adimuwmstiasy b lmgkwigan DBatan

Kesatuan Bangsa dan Politik,
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3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana d
Iingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Poliuk,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentas,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di ingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Lapui ail’ Atuaiigaui Dadail,

8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hingkup
tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

rad»dai O
Sub Bagian Umum dan Kepegawalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1, dipumpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyair tugas
menyelenggarakan urusan kepegawalan, keruinahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 9
Dalain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub
Bagian Uinum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian uinum dan kepegawaian,
2 Penyilapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi
umum dan kepegawalan,
Pengelolaan data kepegawaian Badan,

w

Peilyiapan bahaii mutas: pegawa Dadaui,

Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan,

Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan,

Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan

perpustakaan Badan,

Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan,

11 Pelaksanaaui pelayaiani adnuusStas: perkaitorain,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
umum dan kepegawailan, dan

14 Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan olel1 atasan sesuai dengan

bidang tugasnya

0 N0 U s

)
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Paragraf 3

v -y TRTRT T

DAN KARAKTER BANGSA

Pasal 10
Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan
teknis bidang Bma Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
sesual pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

Pasal 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
Kepala Bidang Bina Ideologt Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
2 Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

W

Peiiyusuiianl laporan pelaksanaen progiain deui Kegiat

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

4 Pelaksanaan koordinas: di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa,

5 Pembmaan administrasi dan Aparatur Pemernntah Daerah Bidang
Ideologt Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologt Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

A . £ - a -
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Paragraf 4
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 12
Bidang Politik Dalam Neger1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Badan dan mempunyair tugas membantu Kepala Badan
dalam merwnusKanl dan méiyusuil Kébyakan tekiuns Bidang Pohiuk Dalam
Neger1 dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai pedoman kerja dan
ketentuan yang berlaku

Pasal 13
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,
Bidang Polittk Dalam Negern dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Poliitk Dalam Negen

b e s e 3 R

i B & T
Uall U1 Zaidadl ncliildad>ydl atdidll,
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2 Perumusan kebijakan tekhnis di Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisas! Kemasyarakatan,

3 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Politik
Dalam Neger1 dan Organisas: Kemasyarakatan,

4 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Politik Dalam Neger1 dan Organisasi
Kemasyarakatan,

5 Pembmaan administras: dan Aparatur Pemenintah Daerah Bidang Politik
Dalam Neger1 dan Organisasi Kemasyarakatan,

6 Pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan tugas Bidang Polititk Dalam
Negern dan Organisas: Kemasyarakatan,

~J
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dan fungsmya

Paragraf 5
BIDANG PENANGANAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Pasal 14
Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas Membantu
Kepala Dadaii daleunn 1i€iuiliusKaii Kevijakeui tekms Didang Cenanganai
dan Kewaspadaan Nasional sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang
berlaku

Pasal 15
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
BidangPenanganan dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penanganan dan
Kewaspadaan Nasional,

[\

Penydsuiidail lapoian pelaksanaain piogicuii dan kegatanin Ddang

Penanganan dan Kewaspadaan Nasional,

3 Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Penanganan
dan Kewaspadaan Nasional,

4 Pembmaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah Bidang
Penanganan dan Kewaspadaan Nasional,

5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penanganan dan
Kewaspadaan Nasional,

6 Pelaksanaan fungs: lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

) e oy Y e e =S———
Udit TunEslitya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16
(1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuail dengan kemampuan daerah



(2)
(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

-9.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprmpmn oleh Kepala UPT
yang berada a1 bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Badan,
Pengaturan mengenar Umt Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan
Bupat: tersendin

BABIV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

Fasal 17
Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon
Ilb,
Sekretaris merupakan Jabatan Admimistrator atau Eselon Illa,
Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon lllb,
Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

(1)

(2)

THA TS ‘v’
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tingg: pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabataii fuiigsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
pimpman tinggi pratama sesuair dengan bidang keahhan dan
Ketei aunpniau,
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi
Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjen jang kepada kepala Badan

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas

(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdirn1 dan
a Ketua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebaglamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari
perangkat daerah yang memndaingi

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbagai latar belakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar umt organisas;, untuk mengoptimalkan
pencapaian tujuan organisasl,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dar penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinast dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitkan nila1 Angka Kredit 25%%
danr Angka Kietut Kumulatf

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 20
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon [V} terkena
dampak dar pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Ut Keya yang masimh nmenubka Jdabatan Adimwmustaton, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Admimistrator atau Eselon Il
b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg1 Pratama atau Eselon I
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(3) Jabatan Pelaksaiia ditetapkaii oieli Pejabat Fembma Kepegaweauan/
Bupati
(4) Ketentuan mengenair uraian tugas jabatan pelaksana d lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati
tersendir1
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BABVI
TATA KERJA

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Polintk wapb menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik di hingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisast di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
serta dengan instansi lain di luar ingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sesua1l dengan tugas masing-masing

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan satuan organisas: bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan meinbenkan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukut1 dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuar dengan ketentuan peraturan

= o e e
peét uittanig- widangaii

Pasal 23
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di hingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik wa b mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada
waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24
Nl o Mg S et g [ [ e ar pe o O Py, e s I e ey L Lt e R e
OCLApP ldapUiall  ydlily witCiluallda UIC1l  Pojaudl  aulnlilisuatul Ucii  pPC japat
pengawas wagnb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1ni, pejabat yang menduduki:
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati
11

BAB VIII

TFTURITIAT/NTT A A7 MATVATTI/MTIT
A LAY L URIN TNV L VUL

Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomnor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang



1.

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 27
Peraturan Bupati in1 mulail berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera

(i o, NP 1Py
IClAatadll

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 mebrueri 2023

BUPATPHALMAHERA SELATAN

SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 pet=att 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ir.SAIFUL TORUY, MP
Nip 1965¥221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR
Salman Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RITISDTI HASAN SH MH

e e et . . e o ¢ e . T

Nip 19830702 200812 1 002




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2023
TANGGAL 6 b Trve rx 2023
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB KELOMPOK
BAGIAN JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG
BINA BIDANG
BIDANG
D!
VIVAEV?I:SGA:\I POLITIK DALAM NEGERI DAN PENA[';AGNANAN
ORGANISASI
KEBANGSAAN KEMASYARAKATAN KEWASPADAAN
DAN NASIONAL
KARAKTER BANGSA
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
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